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RINGKASAN

Reformasi pengelolaan  keuangan  negara  oleh  pemerintah  adalah dengan ditetapkannya  UU  No.  17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara. Informasi  akuntansi  yang  terdapat  di  dalam  laporan keuangan  pemerintah  daerah  harus  memenuhi  beberapa  karakteristik  kualitatif yakni relevan dan andal. Kualitas informasi yang ada di laporan keuangan tersebut dapat dilihat dari hasil pemeriksaan BPK RI. Saat  ini  perkembangan  kualitas  laporan  keuangan serta akuntabilitas atas LKPD belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari opini atas  LKPD yang diberikan oleh BPK RI masih ada yang mendapatkan opini  disclaimer  atau tidak memberikan pendapat. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keungan pemerintah daerah.
Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) semakin baik dan opini atas LKPD tersebuat dapat meningkat menjadi opini wajar tanpa pengecualian.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Variabel yang digunakan adalah penerapan standar akuntansi  pemerintah  (SAP),  efektivitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), kualitas sumber daya manusia, sistem  pengendalian  intern, dan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisa data menggunakan analisa deskriptif, uji aumsi klasik, dan uji regresi.




Kata kunci: LKPD, SAP, SIPKD, Sumber daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern







BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Reformasi pengelolaan  keuangan  negara  oleh  pemerintah  adalah dengan ditetapkannya  UU  No.  17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara. Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah  pusat maupun daerah (Badjuri dan Trihapsari, 2004). Laporan  keuangan  merupakan  media  bagi  sebuah  entitas  dalam  hal  ini pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan  kinerja  keuangannya  kepada  publik. Laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tersebut meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary reports) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan financial yang terdiri dari Neraca, LO (Laporan Operasonal), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), dan LAK (Laporan Arus Kas), dan CALK (Catatan atas Laporan Keuangan).
Informasi  akuntansi  yang  terdapat  di  dalam  laporan keuangan  pemerintah  daerah  harus  memenuhi  beberapa  karakteristik  kualitatif yang  sebagaimana  disyaratkan  dalam Peraturan  Pemerintah  No. 24  Tahun  2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni Relevan dan Andal. Kualitas informasi yang ada di laporan keuangan tersebut dapat dilihat dari hasil pemeriksaan BPK RI. Saat  ini  perkembangan  kualitas  laporan  keuangan serta akuntabilitas atas LKPD belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari opini atas  LKPD yang diberikan oleh BPK RI masih ada yang mendapatkan opini  disclaimer  atau tidak memberikan pendapat. Berikut ini perkembangan opini LKPD tahun 2008–2012.
Tabel 2
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008-2012
	LKPD (Tahun)
	OPINI
	JUMLAH

	
	WTP
	%
	WDP
	%
	TW
	%
	TMP
	%
	

	2008
	13
	3%
	323
	67%
	31
	6%
	118
	24%
	485

	2009
	15
	3%
	330
	65%
	48
	10%
	111
	22%
	504

	2010
	34
	7%
	341
	65%
	26
	5%
	121
	23%
	522

	2011
	67
	13%
	349
	67%
	8
	1%
	100
	19%
	524

	2012
	113
	27%
	267
	64%
	4
	1%
	31
	8%
	415


Sumber: IHPS BPK RI semester I tahun 2013
Hasil  pemeriksaan  BPK  RI  untuk LKPD Kabupaten Magelang dari tahun 2010-2012 menunjukkan selama tiga tahun memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian.  Opini Wajar Dengan Pengecualian artinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
Untuk meningkatkan opini menuju Wajar Tanpa Pengecualian, maka laporan keuangan yang disijakan harus berkualitas. Untuk  memenuhi  syarat-syarat  dalam menyajikan  laporan  keuangan  yang  berkualitas,  pemerintah mengeluarkan PP No  71  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh (2008), Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Hal kedua yang mungkin mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan adalah Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Penelitian mengenai Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)  pernah dilakukan oleh P. Ayu Ratna Dewi dan Ni Putu Sri Harta Mimba (2013) yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan  efektivitas penerapan  SIPKD  berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar.
Hal ketiga yang mungkin mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan adalah Kualitas Sumber Daya Manusia. Penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan pernah dilakukan oleh Devi Roviyantie (2012) yang dilakukan di Kabupaten  Tasikmalaya. Hasil Penelitian menunjukkan kompetensi  SDM  berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 
Hal terakhir yang mungkin mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sistem pengendalian  intern. Penelitian mengenai pengaruh sistem  pengendalian  intern terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Dita Arfianti (2011). Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  intern berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Penelitian  ini  menguji  lebih  lanjut  tentang pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keungan Pemerintah Daerah. Penelitian  ini akan dilakukan di SKPD Kabupaten Magelang karena laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sering mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian. Perbedaan penelitian ini dengan peneltian sebelumnya adalah penelitian ini mencoba menggabungkan variabel-variabel independen yang ada dalam penelitian Nugraheni dan Imam Subaweh (2008), Vicky Agustiawan Lasoma (2012), dan Dita Arfianti (2011). Penelitian ini juga mengambil populasi yang berbeda yaitu SKPD di Kabupaten Magelang.

1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD ) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 TUJUAN
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keungan pemerintah daerah.

1.4 LUARAN YANG DIHARAPKAN
Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) semakin baik dan opini atas LKPD tersebuat dapat meningkat menjadi opini wajar tanpa pengecualian.

1.5 KEGUNAAN PROGRAM
a. Bagi Akademisi
Memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi  akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.
b. Bagi Pemerintah Daerah
Memberikan masukan yang berguna agar dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 AGENCY THEORY
	Mardiasmo  (2004)  menjelaskan  bahwa  pengertian  akuntabilitas  publik sebagai  kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk  memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi amanah  (principal)  yang  memiliki  hak  untuk  meminta  pertanggungjawaban tersebut.

2.2 LAPORAN KEUANGAN
	Laporan  keuangan  adalah catatan  informasi  suatu  entitas  pada  suatu periode  akuntansi  yang  dapat  digunakan  untuk  menggambarkan  kinerja  entitas tersebut. Tujuan  umum laporan  keuangan  adalah  menyajikan  informasi  mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan  mengenai  alokasi  sumber  daya.  Secara  spesifik,  tujuan  pelaporan keuangan  pemerintah  adalah  untuk  menyajikan  informasi  yang  berguna  untuk pengambilan  keputusan  dan  untuk  menunjukkan  akuntabilitas  entitas  pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.3 KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
Karakteristik  kualitatif  laporan keuangan  adalah  ukuran-ukuran  normatif  yang diwujudkan  dalam  informasi akuntansi  sehingga  dapat memenuhi tujuannya. Hariadi dkk (2010)
Adapun  karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  pemerintah  antara  lain (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) :
1) Relevan,  yaitu  informasi  yang  termuat  di  dalamnya  dapat  mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau  masa  kini  dan  memprediksi  masa  depan,  serta  mengoreksi  hasil  evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
a) Manfaat  umpan  balik  (feedback  value).  Informasi  memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
b) Manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
c) Tepat  waktu  (timeliness).  Informasi  yang  disajikan  secara  tepat  waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
d) Lengkap,  yaitu  mencakup  semua  informasi  akuntansi  yang  dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap  butir  informasi  utama  yang  termuat  dalam  laporan  keuangan diungkapkan dengan jelas  agar kekeliruan dalam  penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2) Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan  kesalahan  material, menyajikan  setiap  fakta secara  jujur,  serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
a) Penyajian  jujur.  Informasi  menggambarkan  dengan  jujur  transaksi  serta peristiwa  lainnya  yang  seharusnya  disajikan  atau  secara  wajar  dapat diharapkan untuk disajikan.
b) Dapat diverifikasi  (verifiability).  Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan dapat diuji,  dan  apabila pengujian dilakukan  lebih dari sekali oleh  pihak  yang  berbeda,  hasilnya  tetap  menunjukkan  simpulan  yang tidak berbeda jauh.
c) Netralitas,  yaitu  informasi  diarahkan  pada  kebutuhan  umum  dan  tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3) Dapat dibandingkan
Informasi  yang  termuat  dalam  laporan  keuangan  akan  lebih  berguna  jika dapat  dibandingkan  dengan  laporan  keuangan  periode  sebelumnya  atau  laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4) Dapat dipahami
Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan  dapat  dipahami  oleh pengguna  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  serta  istilah  yang  disesuaikan  dengan batas pemahaman para pengguna.

2.4 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi  yang  diterapkan dalam  menyusun  dan menyajikan  Laporan  Keuangan Pemerintah,  yang  terdiri  atas Laporan  Keuangan  Pemerintah Pusat  (LKPP)  dan  Laporan Keuangan  Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan  akuntansi pemerintahan,  serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD, (Tanjung, 2012)


2.5 SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD)
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable.

2.6 KUALITAS  SUMBER  DAYA  MANUSIA  
Kualitas  sumber  daya  manusia  adalah  kemampuan  sumber  daya  manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal  pendidikan,  pelatihan,  dan  pengalaman  yang  cukup  memadai. (Widodo, 2001  dalam  Kharis,  2010). Menurut  Wiley  (2002)  dalam  Azhar  (2007) mendefinisikan bahwa “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan  dari  organisasi  tersebut”.  Sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu elemen  organisasi  yang  sangat  penting,  oleh  karena  itu  harus dipastikan  bahwa pengelolaan  sumber  daya  manusia  dilakukan  sebaik  mungkin  agar  mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

2.7 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
	PP  Nomor  60  Tahun  2008  mendefinisikan  pengendalian  intern  adalah proses  yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  keggiatan  yang  efektif  dan efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pemgamanan  aset  negara,  dan  ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan .







BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis hendak menemukan informasi yang seluas-luasnya tentang pengaruh penerapan SAP, efektivitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), kualitas sumber daya manusia (SDM), dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kabupaten  Magelang  dengan jumlah  32  SKPD.  Pengambilan  sampel  (sampling  method)  terhadap  responden dilakukan secara purposive. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari  sumber yang sengaja dipilih  berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003 dalam Indriasari, 2008). Adapun kriteria responden  dalam  penelitian  ini  adalah  para  pegawai  yang  melaksanakan  fungsi akuntansi/tata  usaha  keuangan  pada  SKPD,  yang  meliputi  kepala  dan  staf  sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan. Jumlah kuesioner yang dikirim kepada responden  sebanyak  150  kuesioner,  yang  didistribusikan  langsung  oleh  peneliti kepada responden.

3.3 VARIABEL PENELITIAN
Variabel sebagai gejala yang menjadi fokus penelitian untuk diamati (Sugiyono, 2002: 2). Penelitian ini menggunakan variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai variabel independen, dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), efektivitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), kualitas sumber daya manusia (SDM), dan sistem pengendalian intern.

3.4 SUMBER DATA
Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa  melalui  perantara).  Data  primer  yang  diperoleh  adalah  hasil  pengisian kuesioner  oleh  responden,  yaitu  kepala  dan  staf  sub  bagian akuntansi/penatausahaan keuangan.




3.5 METODE PENGUMPULAN DATA
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  kuesioner, yang  akan  diberikan  kepada  responden,  yaitu  kepala  dan  staf  sub  bagian akuntansi/penatausahaan keuangan.

3.6 ANALISIS DATA
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik analisa statistik deskriptif dan uji asumsi klasik serta uji regresi berganda dengan alat bantu SPSS 21. Statistika deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolineritas, dan heteroskedastisitas. Uji regresi berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh pengaruh penerapan SAP, efektivitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), kualitas sumber daya manusia (SDM), dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



























BAB IV
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

1.1 ANGGARAN BIAYA
Ringkasan Biaya
	No.
	Jenis Pengeluaran
	Jumlah (Rp)

	1.
	Peralatan penunjang
	1.150.000

	2.
	Barang habis pakai
	3.720.000

	3.
	Perjalanan
	1.800.000

	4.
	Lain-lain
	1.165.000

	Jumlah
	7.835.000



1.2 JADWAL KEGIATAN
Adapun rincian jadwal kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:
	No.
	Kegiatan
	Bulan Ke-

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Persiapan Penelitian
	

	
	
	
	

	2.
	Pelaksanaan penelitian
1. Observasi tempat
2. Penyebaran kuesioner
3. Pengumpulan data-data 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing
A. Identitas Diri Ketua Pelaksana
	1
	Nama Lengkap
	Shofia Nur Inayanti

	2
	Jenis Kelamin
	Perempuan

	3
	Program Studi
	Akuntansi

	4
	NIM
	7211412138

	5
	Tempat dan Tanggal Lahir
	Magelang, 30 Desember 1993

	6
	E-mail
	shofia.inay@gmail.com

	7
	Nomor telepon/HP
	081903921058



B. Riwayat Pendidikan
	
	SD
	SMP
	SMA

	Nama Institusi
	MI Ma`arif Bringin
	Mts Muh. Srumbung
	SMKN 1 Tempel

	Jurusan
	-
	-
	Akuntansi

	Tahun Masuk-Lulus
	2000-2006
	2006-2009
	2009-2012



Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah PKMP 2015

A. Identitas Diri Anggota 1
	1
	Nama Lengkap
	Ririn Nawalin Najah

	2
	Jenis Kelamin
	Perempuan
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	Akuntansi
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	SMP
	SMA
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	SDN 5 Bangsri
	SMPN 1 Bangsri
	SMKN 3 Jepara

	Jurusan
	-
	-
	Akuntansi

	Tahun Masuk-Lulus
	2000-2006
	2006-2009
	2009-2012



Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah PKMP 2015


A. Identitas Diri Anggota 2
	1
	Nama Lengkap
	Dyah Retyawidanti

	2
	Jenis Kelamin
	Perempuan

	3
	Program Studi
	Akuntansi

	4
	NIM
	7211412137

	5
	Tempat dan Tanggal Lahir
	Cilacap, 11 Juni Desember 1995

	6
	E-mail
	dyah.retyawidanti@gmail.com

	7
	Nomor telepon/HP
	085647985621



C. Riwayat Pendidikan
	
	SD
	SMP
	SMA

	Nama Institusi
	SDN 5 Karangtalun
	SMPN 6 Cilacap
	SMAN 3 Cilacap

	Jurusan
	-
	-
	IPS

	Tahun Masuk-Lulus
	2000-2006
	2006-2009
	2009-2012



Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah PKMP 2015
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